Menimbang:

Mengingat:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAY APURA

NOMOR 10 TAHUN 1999
TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAY AAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Jenis-Jenis Retribus Daerah
Tingkat | dan Tingkat 11, maka Retribus Pemakaian Kekayaan Daerah
merupakan Jenis Retribus Daerah Tingkat 11;

bahwa untuk memungut Retribus sebagaimana dimeksud huruf a, perlu
ditetgpkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Proping
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Proping Irian
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 2907 );
Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Urusan Piutang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1960 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 2104);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Negara Republik Indonesa Nomor 3037);
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3685);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Nomor
3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Perubahan Nama
Proping Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2997);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan
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10.

11

13.

14.

15.

16.

17.

Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinas Kegiatan
Ingand Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribus Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997 Nomor 3992,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 3692);
Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum Penyidik Pegawa Negeri Sipil di  Lingkungan
Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Ddam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Keputusan Menteri Dadam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Dagerah Perubahan;

Keputusan Menteri Ddam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pungutan Retribug Daerah;

Keputusan Menteri Ddam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesthan Peraturan Dagrah tentang Pajak Daerah dan
Retribus Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribus Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-Jenis Retribus Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat 11;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetgpkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAY AAN DAERAH.

Halaman 113 tidak ada (as/d j)

Obyek retribus dan wajib retribus sebagal dasar pertimbangan dan pembayaran retribus yang
terutang menurut Peraturan Peundang-undangan Retribus Daerah;

k. Surat Ketetgpan Retribus Daerah yang sdanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumiah retribus yang terutang;

l. Surat Ketetgpan Retribus Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang sdanjutnya disngkat
SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribug yang terutang;

m.  Surat Ketetapan Retribus Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB addah surat
keputusan yang menentukan besar jumlah kelebihan pembayaran Retribus karena jumiah kredit
Retribus Iebih besar dari pada Retribus yang terhutang atau tidek seharusnya terutang;

n.  Surat Tagihan Retribus Daerah, dan selanjutnya disingkat STRD, addah surat untuk melakukan
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tagihan retribus dan atau sanks administrasi berupa bunga dan denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan aas keberatan terhadap SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan SKRRDKBT dan SKRDLB yang digukan oleh Waib
Retribus;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan
atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewgjiban retribus
Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribus Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang retribug
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II
NAMA, OBEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribus Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribus sebagal Pembayaran aas
Pemakaian Kekayaan Daerah;

1)

2

Pasal 3

Objek Retribus adalah Pelayanan Pemberian Hak Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka
waktu tertentu, yang meliputi:

Pemakaian Tanah;

Pemakaian bangunan;

Pemakaian Ruangan untuk Pesta;

Pemakaian kendaraar/ala-alat berat milik Daerah;

Mobil Ambulan dan rumah duka;

Pemakaian Kekayaan lainnya;

Tldak termasuk objek retribus addah pemakaian kekayaan umum, antara lain, pemeriksaan

daging import, pengujian hasl mutu.

|0 Q0 oW

Pasal 4

Subyek Retribus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan
Kekayaan Dagrah.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 5

Retribus Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagal Retribus Jasa Usaha
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BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan Jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prindp dan sasaran dalam penetgpan struktur dan besarnya tarif retribus didasarkan pada tujuan untuk
memperolen Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha
sgenis yang beroperas secara efisien dan berorientas pada harga pasar.

(1)

(2)
3

(4)

©)
(6)

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS

Pasal 8

Tarif retribus digolongkan berdasarkan jenis, kekayaan yang digunakan dan jangka waktu

tertentu.

Besarnyatarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah dan sekitarnya.

Daam hal tarif pasar yang berlaku aulit ditemukary diperoleh, maka tarif ditetapkan sebaga

jumiah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif

yang meliputi:

a  Unsur Biaya Persatuan penyediaan Jasa;

b.  Unsur Keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mdiputi:

a  BiayaOperasona langsung, yang meliputi biaya belanja Pegawai termasuk Pegawal tidak
tetap, belanja barang, beanja pemdlinaraan, sewa tanah dan bangunan, biaya ligtrik, dan
semua biaya rutin/periodik lainya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administras Umum dan biaya lainnya yang
mendukung penyediaan Jasa;

c. Biaya Modd yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang
berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nila sewa
tanah dan bangunan, dan penyusutan ast;

d. Biayabiaya lannya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga aas
pinjaman jangka pendek.

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetgpkan dalam persentase tertentu

dari total biaya sehagaimana dimaksud pada ayat (4) dan moddl.

Struktur dan besar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan

sebagal berikut:
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Penggunaan Tanah:

1.  Retribug Tanah untuk Pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 5.000/bulan.

2. Reribus tanah yang dipergunakan untuk berjudan tanaman hias, ukiran dan patung-
patung kesenian sebesar Rp.5000/bulan.

3. Retribug tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5% x Rp
harga tanah X luas tanahv/bulan.

4.  Retribug tanah yang dipergunakan untuk pemasangan jaringan inddas ligtrik, telepon dan
ar luar ruangan per Kmv/tahun Rp. 5000,-

Penggunaan Gedung/Bangunan:
1.  Gedung Saga AulaMinima sebesar Rp. 100.000/hari
2. Gedung Bda Kecamatan Sebesar Rp. 50.000/hari
3. Gedung Bda Keurahan sebesar Rp. 25.000/hari
4.  Gedung Sekolah:
a  Untuk Sekolah Dasar sehesar Rp. 50.000/bulan
b.  Untuk Kursus sebesar Rp. 30.000/bulan
Retribus Pemakaian Kendaraar/alat-alat berat:
1.  Dump Truk Rp. 150.000/hari
2. Bull Doser Rp. 665.000/hari
3. Whdl Rolle6-8 Ton Rp. 175.000/hari
4.  Motor Grader WIT Rp. 600.000/hari
5. 3-Whed Roller Rp. 200.000/hari
6.  Pededtrian Roller Rp. 50.000/hari
7. Mech Pate Compactor Rp. 250.000/hari
8.  Conser Mixer MB Rp. 125.000/hari
9.  Stone Crusher Jaw MG Rp. 665.000/hari
10. Aspd Sprever Rp. 100.000/hari
11. Truk Loader Rp. 600.000/hari
12.  Mobil Jenasah jarak:
0 sampai dengan 10 Km Rp. 15.000,-
11 sampai dengan 50 Km Rp. 50.000,-
51 sampai dengan 100 Km Rp. 150.000,-
101 Kmke atas Rp. 250.000,-
13.  Mobil Ambulan Rp. 25.000,- s=kali pakai
14.  Rumah Duka Rp. 50.000,- s=kali pakai

Pemakaian Lapangan Bola kaki untuk Kegiatan Pertunjukan dan pameran sebesar Rp. 50.000
sekali Pekal.
Sarana/panggung media luar ruangan sebesar Rp. 50.000 sekali pakal.
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BAB VII
WILAY AH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribus yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempeat izin tempat Pelayanan kekayaan Daerah
diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribus addlah jangka waktu yang lamanya sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (6) atau
ditetgpkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak pemakaian.

Pasal 11

Saat terutangnya retribus addah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lan yang
dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wsdgib mengis SPAORD;

(20 SPJORD sebagamana dimaksud pada ayat (1) harus diis dengan jelas, benar dan lengkep serta
ditanda tangani oleh Wajib Retribus atau kuasanya;

(3) Bentuk, id, serta tata cara pengisan dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada
aya (1) ditetapkan oleh Kepaa Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(@) SPAORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribus terutang dengan
menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(20  Apabila berdasarkan hasl pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah retribus yang terutang, meka
dikeluarkan SKRDKBT;

3 Bentuk, is dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Kepaa Daerah.
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BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan retribug tidak dapat diborongkan;
(20 Retribus dipungut dengan menggunakan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan, dan
SKRDKBT;

BAB XIlI
SANKS ADMINISTRAS

Pasal 15

Dalam hd Wajib Retribus tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanks
adminigras berupa bunga sebesar 2 %. (dua persen) setigp bulan dari retribus yang terutang atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIlI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaranretribus yang terutang harus dilunas sekaligus,

(2 Retribus yang terutang dilunas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sgak diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT aau STRD;

(3) Tatacarapembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Reribus terutang berdasarkan SKRD aau dokumen lain yang dipersamekan, SKRDKBT,
STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribus yang harus dibayar
bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribus dapa ditagih melaui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2 Penagihan retribus meldui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

() Waib retribus dapat menggukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang
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3
(4)

©)
(6)

1)
(2
©)

1)
2

©)

(4)

©)
(6)

ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
Keberatan digjukan secara tertulis ddam bahasa Indonesa dengan disertai dasan-adlasan yang
jeles;

Daam ha waib retribus mengajukan keberatan atas ketetgpan retribug tersebut.

Keberatan harus digukan dalam jangka waktu pding lama 2 (dua) bulan sgjak tanggd SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuai apabila
W4gjib Retribug tertentu dapat menunjukkan bahwa jangkawaktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuassannya;

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak
dianggap sebagal surat keberatan, sehinggatidak dipertimbangkan.

Pengagjuan keberatan tidak menunda kewgjiban membayar retribus dan pelaksanaan penagihan
retribug.

Pasal 19

Kepada Dagrah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sgak tanggal Surat Keberatan
diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang digiukan.

Keputusan Kepada Daerah atas keberatan dapat berupa menerima sduruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnyaretribug yang terutang;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimeksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak
memberikan suatu Keputusan, keberatan yang digjukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN

Pasal 20

Atas kdebihan pembayaran retribus, Wgib Retribus depat menggukan permohonan
pengembalian kepada Kepaa Daerah,

Kepada Dagrah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sgjak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran retribus sebagamana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teah dilampaui dan Kepaa Daerah
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembdian kelebihan retribus dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paing lama 1 (satu) bulan;
Apabila wajib retribus mempunya utang retribus lainnya, kelebihan pembayaran retribus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunas terlebih dahulu
utang retribus tersebut;

Pengembalian kelebihan pembayaran retribus sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paing lama 2 (dua) bulan sgjak diterbitkannya SKRDLB;

Apabila pengembalian pembayaran retribug dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan,
Kepada Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribus;
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2
©)

1)
2

(1)
(2

©)

1)

(2

Pasal 21

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribus digukan secara tertulis kepada
Kepada Dagerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a  namadan damat wgib retribug;

b. masaretribug;

Cc.  besarnyakelebihan pembayaran;

d.  dasanyang gngkat dan jelas

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribus di sampailkan secara langsung atau
melalui postercatat.

Bukti penerimaan oleh Pgjabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Pengembalian kelebihan retribus dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Keebihan Retribus.

Apabila kelebihan pembayaran Retribus diperhitungkan dengan utang retribus lainnya,
sehagamana dimeksud ddam pasd 20 aya (4), pembayaran dilakukan dengan cara
memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan dan juga berlaku sebagal bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS

Pasal 23

Kepada Dagerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribug;
Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribus antaralain untuk mengangsur;

Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribug detetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan retribus, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sgak saat terutangnya retribus, kecudi apabila Wajib Retribus meakukan
tindak pidana dibidang retribug;

Kadauwarsa penagihan retribus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila

a  diterbitkan Surat Teguran, atau

b.  adapengakuan utang retribus dari Wajib Retribus baik langsung maupun tidak langsung.


http://www.djpp.depkumham.go.id

1)

(2

1)

(2

©)

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Waib Retribusg yang tidak melaksanakan kewsgjibannya sehingga merugikan keuangan Daerah
diancam Pidana kurungan pding lama 6 (enam) bulan atau 4 (empat) kdi jumlah retribus
terutang;

Tindak pidanayang dimeksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebaga Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribus daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a  Menerima mencari, mengumpulkan dan mendliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribus Daerah agar keterangan atau lgporan tersebut
menjadi lengkap dan jdas;

b.  Mendliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengena orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribug
Daerah tersebuit;

Cc. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Retribus Dagerah;

d.  Memeiksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Retribus Dagerah;

e Medakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang Retribus Daerah;

0.  Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saet
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana pada huruf €;

h.  Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribus Daerah;

I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal tersangka atau
sKsi;

J- Menghentikan penyidikan;

k.  Médakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Retribus Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimeksud pada aya (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hadl penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesua dengan ketentuan yang

diatur ddam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura yang mengatur
hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dagrah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggd diundangkan.
Agar setigp orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Dagrah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura

padatangga 18 Juni 1999

BUPATI JAYAPURA,

CAPTTD

Ir. YAN PIETER KARAHR, M.Ec

Diundangkan di Jayapura
padatanggal 5 Agustus 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Drs HLEMON NEROTOU
PEMBINA
NIP 640 002 560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 1999 NOMOR 109


http://www.djpp.depkumham.go.id

